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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N 
Nomor  10 /  G /  2008.PTUN.PTK

"  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Pont ianak ,  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menye lesa i k an  sengke ta  Tata  Usaha 

Negara  da lam  t i n g ka t  per t ama  dengan  acara  biasa ,  te lah  

menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  dalam  perkara  

a n t a r a   

AKHYADI  BIN  IBRAHIM  UZ  ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Pol r i ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Teuku  Umar  Rt .3  

Rw.I  Desa  Baning  Kota ,  Kecamatan  

Sin tang .  Dalam  hal  in i  d iwak i l i  

o leh  Kuasa  Hukumnya  SOFYAN,SH dan 

NOURWANDY,SH,  keduanya  

Kewarganega r aan  I ndones i a ,  

peke r j a a n  Advokat  /  Penasehat  

Hukum,  bera lamat  pada  Kanto r  

Advokat  SOFYAN & REKAN di  Ja lan  

Purnama  I  Komplek  Dinas t i  Indah  

No.14  C  Pont i anak ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  t a n g g a l  1 2 

Ma r e t  2 0 0 8  y a n g  u n t u k  

se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i  - - -  

PENGGUGAT

MELAWA N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, Tempat  kedudukan

d i  Ja l an  Jende ra l  Achmad Yan i  Pon t i a n a k .  Da lam ha l  i n i  

member i  Kuasa

kepada  :

1 . AKBP.  
BACHTIAR 
B.AL I ;

2 . AKP.  DEDI  HERRY.S,SH ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id 3 . AKP.  KASUWANTO,SH ;

4 . AKP.  BUDIMAN LUBIS ,SH ;

5 . AKP.M.  WAHYUDI ,SH ;

6 . PENDA

TU.M.PA

SARIBU,

SH ;

Kesemuan

ya 

Kewargan

egaraan  

Indones i

a,  

peker j aa

n 

Anggota  

Pol r i  

dan PNS 

Pol r i  

Bidang

Pembinaan  Hukum Polda  Kal iman tan  

Bara t ,  bera lamat  Ja lan  Jendera l  

Achmad  Yan i  No.1  Pon t i a n a k  .  

Berdasa r k a n  Sura t  Pe r i n t a h  

Kapo lda  Kalba r  No.  Po l  :  Spr i n  /  

264  /  IV  /  2008  tangga l  7  Apr i l  

2008  dan  Sura t  Kuasa  Khusus  

tangga l  8  Apr i l  2008  yang  untuk  

se l an j u t n y a  d i sebu t  sebaga i  

TERGUGAT

Pengad i l an  te l ah  membaca dan memer iksa  :

1. Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

Pont ianak  Nomor  10 /  G /  2008.PTUN.PTK tangga l  28 

Mare t  2008 ten tang  Penun jukan  Hak im yang  memer iksa ,  

memutus  dan menye lesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idNegara ;

2. Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim Pengadi lan  Tata  Usaha 

Negara  Pont ianak  Nomor  10 /  Pen /  G /PP/  

2008.PTUN.PTK,  tangga l  2 Apr i l  2008 ten tang  Har i  

Pemer iksaan  Pers iapan  untuk  memer iksa  perkara  in i ;

3. Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim Pengadi lan  Tata  Usaha 

Negara  Pont ianak  Nomor 10 /  Pen /  G /HS/  

2007.PTUN.PTK,  tangga l  16 Apr i l  2008 ten tang  Har i  

Pemer i k s aan  Pers i d angan  un tuk  memer i k s a ,  memutus  

dan  menyelesa i kan  perkara  in i ;

Bukt i  — buk t i  sura t ,  mendengarkan  ke te rangan  para  

p ihak  Penggugat ,

Terguga t ,  t e l a h  mendenga r kan  ke t e r a ngan  saks i -

saks i  yang  t e l a h

dia jukan  da lam perkara  in i  ;  

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan  sura t  Gugatannya  

te r t angga l  19  Maret  2008  yang  di tanda  tangan i  oleh  Kuasa  

Hukumnya te lah  dida f ta r kan  di  Kepani te raan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Pont ianak  pada  tangga l  19  Maret  2 0 0 8 

d i b a w a h  r e g i s t e r  N omo r  1 0  /  G  /  2 0 0 8 .  

P TUN . P T K  ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pasal  63 ayat  (1  )  

Undang — Undang Nomor  5 Tahun  1986 ,  ten t ang  Perad i l a n  

Tata  Usaha Negara ,  Maje l i s  te l ah

Hakim telah  melakukan Pemeriksaan  Persiapan  terhadap  Penggugat  

maupun terhadap  Tergugat  pada tanggal  9 Apri l  2008;  

Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  persiapan  tersebut  

Majel is  Hakim  telah  menyarankan  kepada  Penggugat  untuk  

memperbaik i  gugatannya  yang  mana perbaikan  terakhi r  dari  gugatan  

Penggugat  diserahkan  pada  tanggal  16  Apr i l  2008  dengan  

mengemukakan  ha l  — ha l  sebaga i  ber i ku t  ;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun  yang  menjadi  objek  sengketa  Tata  Usaha Negara  ini  adalah  

Keputusan  Tergugat  berupa  Surat  Keputusan  Kepala  Kepol is ian  

Daerah  Kal imantan  Barat  Nomor  :  Kep /  12 /  I  /  2008 tanggal  30 

Januar i  2008 tentang  Pemberhent ian  Tidak  Dengan Hormat  Dari  Dinas  

Polr i  atas  nama AKHYADI Bin  IBRAHIM UZ;- - - -

1. Bahwa Penggugat  ada lah  Anggota  Pol r i  pada Kepol i s i an  

Daerah  Kal imantan  Barat  dengan NRP. 84090260 dan Pangkat  

terakhi r  Bripda  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepol is ian  

Negara  Republ ik  Indonesia  No.  Pol  :  Skep /  1009 /  XII  /  

2003 tanggal  24 Desember  2003 dan Surat  Keputusan  

Kepol is ian  Negara  Republ ik  Indonesia  No.  Pol  :  Skep /  1049 /  

XII  /  2003 tanggal  30 Desember  2003 ;

2. Bahwa berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepol i s i an  Negara  

Republ i k  Indonesia  Daerah Kal imantan  Barat  Resort  Sintang  

No.  Pol  :  SKEP /  C /  434 VII I  /  2004 tanggal  31 Agustus  2004  

Penggugat  ditempatkan  terakhi r  pada Kesatuan  Polres  Sintang  

di  Ba Polres  Sintang  ;  

3. Bahwa Penggugat  selama bertugas  selaku  Anggota  Polr i  selalu  

mematuhi  dan mentaat i  dis ip l i n  yang ber laku  di l ingkungan  

Kepol is ian  ;  

4. Bahwa seki tar  bulan  Oktober  2007 Penggugat  ter tangkap  tangan  

diduga  ter l i ba t  melakukan  t indak  pidana  Psikot rop ika  (UU 

Nomor 5 Tahun 1997)  di  wilayah  hukum Polres  Sintang,  atas  

dugaan tersebut  Penggugat  telah  diproses  oleh  Reskr im  Unit  

Narkoba Polres  Sintang  ;  

5. Bahwa  pada  proses  hukum  sedang  ber langsung,  Penggugat  

menerima Surat  Keputusan  Kepala  Kepol is ian  Daerah  Kal imantan  

Barat  Nomor :  Kep /  12/  I  /  2008 tanggal  30 Januar i  2004  

tentang  PEMBERHENTIAN  TIDAK DENGAN HORMAT DARI  DINAS 

POLRI atas  nama AKHYADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin  IBRAHIM UZ yang  baru  d i t e r ima  o leh  Penggugat  pada  

tangga l  3 Maret  2008 ;  

6. Bahwa berdasarkan  point  5 diatas ,  maka Penggugat  mengajukan  

gugatan,  hal  mans masih  dalam tenggang  waktu  sebagaimana  

dimaksud  dalam pasal  55 UU No.9  Tahun 2004 tentang  Perubahan  

UU No.5  Tahun 1986 tentang  Peradi lan  Tata  Usaha Negara  ;

7. Bahwa meskipun  Penggugat  te lah  menerima Surat  Keputusan  

Tergugat  Kepala  Kepol i s i an  Daerah  Kal imantan  Barat  Nomor :  

Kep /12/ I  /2008  tanggal  30 Januar i  2008 tentang  

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI 

atas  nama AKHYADI Bin  IBRAHIM UZ,  Penggugat  masih  

menerima gaj i  bulanan  ;  

8. Bahwa berdasarkan  putusan  Pengadi lan  Neger i  Sintang  No.06  /  

PID.B  /  2008 /  PN.STG tanggal  22 Pebruar i  2008,  dimana  

Penggugat  dalam amar putusan  dihukum selama 5 ( l ima)  bulan ,  

sedangkan  sura t  Keputusan  Terguga t  Kepa la  Kepo l i s i a n  

Daerah  Kal iman tan  Bara t Nomor :

Kep/12/ I / 2008  tangga l  30 Januar i  2008 ten tang  

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI 

atas  nama AKHYADI Bin IBRAHIM UZ leb ih  dahulu /mendahulu i  

putusan  Pengadi lan  Neger i  tersebut  ;

9. Bahwa  t indakan  Tergugat  yang  t i dak  cermat  dan  te l i t i  

te rsebut  yang  menerbi tkan  Surat  Keputusan  a  quo  adalah  

merupakan  perbuatan  yang  melanggar  Asas- Asas  Umum 

Pemerin tahan  Yang  Baik  khususnya  Asas  Kecermatan  sehingga  

perbuatan  tersebut  memenuhi  ketentuan  pasal  53  ayat  2 Undang 

— Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Juncto  Undang  — Undang  Nomor  9 

Tahun 2004 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 

1986  tentang  Peradi lan  Tata  Usaha  Negara,  oleh  karena  i tu  

Surat  Keputusan  a quo harus  dinyatakan  bata l  demi  hokum dan  

selan ju tnya  memulihkan  hak- hak  serta  kedudukan  Penggugat  

sebagai  anggota  Polr i  sepert i  sedia  kala  hingga  perkara  in i  

mempunyai  kekuatan  hukum past i  ; - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan  pasal  67  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-

Undang Nomor 5 Tahun  1986  Jo  Undang- Undang Nomor  9 Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

tentang  Peradi lan  Tata

Usaha  Negara,  maka  untuk  melindungi  kepent ingan  Penggugat  

terhadap  akibat  hukum dari  terb i tnya  Surat  Keputusan  Tergugat  

Kepala  Kepol is ian  Daerah  Kalimantan  Barat  Nomor  :  

Kep/12/I /2008  tanggal  30 Januari  2008  tentang  PEMBERHENTIAN 

TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI  atas  nama AKHYADI 

Bin  IBHAMIM UZ,  maka  Penggugat  memohon  kepada  Ketua  

Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  Pont ianak  Cq Majel is  Hakim yang  

memeriksa  perkara  in i  menerbi tkan  Penetapan  untuk  menunda/  

menagguhkan  berlakunya  Surat  Keputusan  Tergugat  Kepala  

Kepol is ian  Daerah  Kal imantan  Barat  Nomor  :  Kep/12/ I /2008  

tanggal  30  Januar i  2008  tentang  PEMBERHENTIAN  TIDAK 

DENGAN HORMAT DARI  DINAS POLRI  atas  nama  AKHYADI  Bin 

IBRAHIM UZ tersebut  ;

Dan untuk  selanjutnya  mohon Ketua  Pengadi lan  Tata  Usaha 

Negara  Pont ianak  cq  Ketua  Majel is  Hakim  yang  memeriksa,  

mengadi l i  dan  memutus  perkara  in i  member ikan  putusannya  

dengan amar  sebaga i  ber i ku t  ;  

DALAM PENUNDAAN /  PENANGGUHAN ;

1. Mengabulkan  permohonan Penundaan /  Penangguhan obyek sengketa  
;- - -

2. Memerin tahkan  kepada Tergugat  untuk  menunda Surat  

Keputusan  Tergugat  Kepala  Kepol is ian  Daerah  Kal imantan  

Barat  Nomor :  Kep/12/ / I / 2008  tanggal  30 Januar i  2008  

tentang  PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS 

POLRI atas  nama AKHYADI Bin IBRAHIM UZ ;

3. Menetapkan menunda melaksanakan  Surat  Keputusan  Tergugat  

Kepala  Kepol is ian  Daerah Kal imantan  Barat  Nomor :  

Kep/12/ I /2008  tanggal  30 Januar i  2008 tentang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas  

nama AKHYADI Bin IBRAHIM UZ tersebut  sampai  adanya Putusan  

Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  Pont ianak  yang mempunyai  

kekutan  hukum tetap  ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1.  Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah Sura t  Keputusan  

Terguga t  Kepala  Kepol i s i an  Daerah  Kal imantan  Barat  

Nomor :  Kep/12/ I / 2008  tangga l  30 Januar i  2008 ten tang  

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI  

atas  nama AKHYADI Bin  IBRAHIM UZ ;

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Tergugat  Kepala  Kepol i s i an  Daerah  

Kal iman tan  Bara t  Nomor  .  Kep/12/ I / 2008  tanggal  30 

Januar i  2008  tentang  PEMBERHENTIAN  TIDAK  DENGAN 

HORMAT DART DINAS POLRI atas  nama AKHYADI Bin  IBRAHIM 

UZ ;

4. Memul ihkan  Hak- Hak Penggugat  sebagai  anggota  POLRI  

sesuai  dengan harkat  dan martabat  seper t i  keadaan  

semula  ;

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang t imbul  

dalam perkara  in i  ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  tersebut  

Tergugat  te lah  mengajukan  jawabannya  te r t angga l  30 Apr i l  

2008 yang  i s i  se lengkapanya  sebagai  ber i ku t  ;  

1. Bahwa Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - dal i l  yang  

dia jukan  Penggugat ,  kecual i  yang secara  tegas- tegas  

diaku inya  ;

2. Bahwa apa yang dida l i l k an  Penggugat  akan Tergugat  
tanggap i  sebagai  ber i ku t  :

a. Bahwa apa yang  d ida l i l k a n  Penggugat  da lam pos i t a  

1,2 ,3  dan 4 Tergugat  merasa  t idak  per tu  untuk  

menaggapinya  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa apa yang dida l i l k an  dalam pos i ta  5 akan  

Tergugat  tanggap i  sebagai  ber iku t  :

Bahwa Tergugat  dalam mengambi l  keputusan  terhadap  

penyelesa ian  status  keanggotaan  Penggugat  sebagai  

anggota  Potr i  t idak  melalu i  ja lu r  pengadi lan  

malainkan  melalu i  ja lu r  ja lu r  di luar  pengadi lan  

sebagaimana yang  d ia tu r  da lam Sura t  Keputusan  

Kapol r i  No.Po l .  :  Skep /1669/XI I / 2000  tangga l  26 

Desember  2000 tentang  Naskah Sementara

Buku Petun juk  Admin i s t r a s i  Penanganan  Person i l  Pol r i  

yang  te r l i b a t

penya lahgunaan  Narkoba  da lam Bab I I I  Pelaksanaan  :  

-  23.  T indak  Lan ju t  Penanganan  huru f  b ke lompok  B 
(Pemaka i )  ;

1. ) Hasi l  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  dar i  person i l  Pol r i  

yang diduga  keras  sebagai  pemakai /pengguna  Narkoba  

diserahkan  kepada Ankum untuk  d i t i ndak  lan ju t i  ;

2. ) Sebe lum Ankum mengambi l  keputusan  apakah  

d ise le sa i k an  mela lu i  ja lu r  pengad i l an  atau  t i dak  

leb ih  dahulu  meminta  saran  dar i  pihak  terka i t ,  

disamping  i tu  te tap  memperhat i kan  per i l aku ,  

d is i p l i n ,  pres tas i  ker j a  dan fac to r - fak to r  la i n  ;

3. ) Apabi l a  Ankum berpendapa t  penye lesa i an  person i l  

Pol r i  yang  bersangku t an  d ise l e sa i k an  mela l u i  

pengad i l a n  maka Ber i t a  Acara  Pemer i k saan  beser t a  

barang  buk t i  d i se rahkan  kepada  Provoos t  untuk  

se lan j u t nya  d ik i r i m  ke  Jaksa  Penuntu t  Umum ; -

4. ) Apabi l a  Ankum  berpendapat  bahwa  penye lesa ian  

person i l  Pol r i  yang  bersangku tan  d ise lesa i kan  

di l ua r  ja l u r  Pengadi l an  (DKP)  maka  putusan  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddisa rankan  oleh  Ankum adalah  berupa  :  - -

a . Pemberhen t i a n  Dengan Hormat  (PDH)  ;

b . Pemberhen t i a n  T idak  Dengan Hormat  (PTDH) :

Bahwa  t e r h adap  pe r ka r a  pengguga t  t i d a k  d i se l e s a i k a n  

mela l u i  pengad i l a n  t e t a p i  d i se l e s a i k a n  d i l u a r  j a l u r  

Pengad i l a n  (DKP)  ;   Bahwa pada  tanggal  14  Januar i  2008  

di  Polda  Kalbar ,  Tim Penyelesa ian  pe r k a r a  anggo t a  po l r i  

yang  t e r l i b a t  penya l a hgunaan  Narkoba  mengadakan  rapat  

dan  hasi l nya  te rhadap  Penggugat  disarankan  untuk  

d i b e r h e n t i k a n  T i d a k  D e n g a n  H o r m a t  

( P T D H )  ;   Has i l  Rapat  Tim  DKP Polda  Kalba r  ser ta  

pendapat  hukum dan saran  penye lesa i a n  perka ra  pengguga t  

te r s ebu t ,  Kapo lda  Kalba r  se laku  atasan  Ankum 

menyetu ju i / s ependapa t  dengan  saran  yang  d ia j ukan  bahwa 

te rhadap  penggugat  d i j a t uh i  Hukum Admin is t r a s i  berupa  

P e m b e r h e n t i a n  T i d a k  D e n g a n  H o r m a t  ( P T D H )  ;  

c. Bahwa apa yang dida l i l k a n  oleh  Penggugat  da lam pos i t a  6 

Tergugat  merasa  t i dak  per lu  untuk  menaggapinya  ;  

d . Bahwa apa yang  d ida l i l k a n  o leh  Pengguga t  da lam pos i t a  

7 akan  Tergugat  tanggap i  sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa apa yang dida l i l k a n  oleh  Penggugat  yang menyatakan  

bahwa penguga t  masih  mener ima  ga j i  bu lanan  walaupun  

sudah  mener ima  Skep Kapolda  ka lbar  No.Po l .  :  

Kep/12 / I / 2 008  adalah  memang benar ,  karena  ga j i  te rsebu t  

te r l an j u r  d ibayar  sebe lum Bendaharawan Pol res  Sin tang  

mener ima  tembusan  sa l i nan  Skep Kapo lda  Kalbar  No.Po l .  :  

Kep/12 / I / 2 008  te rsebu t ,  d imana berdasarkan  keten tuan  

yang  ber laku  gaj i  otomat i s  d ibe rhen t i k an  se jak  Skep  

Kapolda  Kalbar  No.Po l .  :  Kep/12/ I /2008 d i k e l u a r k a n  pada 

t a ngga l  30  Janua r i  2008  dan

te rh i t u ng  bu lan  Februar i  2008 Penggugat  sudah  t i dak  

lag i  mener ima  gaj i  bulanan  oleh  karena  i t u  Penggugat  

waj ib  mengembal i kan  uang gaj i  bu lan  Februar i  2008 yang  

te l ah  diambi l  kepada  Negara  secara  utuh  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.ide. Bahwa apa yang dida l i l k a n  Penggugat  da lam pos i t a  8 akan  

Tergugat  tanggap i  sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa Sura t  Keputusan  yang  d ike l ua r kan  o leh  Terguga t  

No.  Pol .  :  Kep/12/ I / 2008  tangga l  30 Januar i  2008 ten tang  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan Hormat  dar i  Dinas  Pol r i  

te rhadap  Pengguga t  te l ah  sesua i  dengan  prosedur  hukum 

yang  ber l aku  ya i t u  Sura t  Keputusan  Kapo l r i  No.  Pot  :  

Skep/1669 /X I I / 2 0 00  tangga l  26 Desember  2000 ten tang  

naskah  ;

Sementara  buku petun juk  admin is t r as i  penanganan person i l  

pol r i  yang te r l i b a t  penya lahgunaan  narkoba  dalam Bab I I I  

pe laksanaan  ;

- 19 .  Aspek  penaganan  huru f  b aspek  Medis  angka  2 )  
sebaga i

b e r i k u t  :  

"  Pemer iksaan  Kesehatan  dan  Ur ine  Narkoba  te rhadap  

person i l  yang  t e r i n d i k a s i  un t u k  mempero l e h  

buk t i  aku r a t  yang  bersangku tan  te l ah  menggunakan  

Narkoba  "

-  22 .  Proses  Penanganan  :

Bag i  pe r s o n i l  pa i d  y a n g  d i d u g a  memi l i k i  dan  

a t a u  menggunakan  Narkoba  dan  a tau  sebaga i  

pengeda r  maka  d i l a k u k a n  p e n a n g a n a n  

s e b a g a i  b e r i k u t  :  

a. Karena  adanya  ind i kas i  person i l  po l r i  yang  

te r l i b a t  penya lahgunaan  Narkoba,  p impinan  Pol r i  

meminta  kepada  Tim untuk  melakukan  penye l i d i k an  

;

b. Kepada Tim d ibe r i k an  waktu  pa l i ng  lama 3 

( t i g a )  bu lan  untuk  melaksanakan  keg ia tannya  ;  

c . Se t i a p  f u n g s i  d i b e r i  ke s empa t a n  un t u k  
me l a k u k a n

pemer iksaan  Ieb ih  dar i  satu  ka l i  sesua i  
kebutuhan  ;

23.  Tindak  lan ju t  penanganan  huru f  b ke lompok  B 
(Pemaka i )  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Has i l  Ber i t a  Acara  Pemer i ksaan  dar i  person i l  

Pol r i  yang  d iduga  ke ras  sebaga i  pemaka i  /  

pengguna  Narkoba  dise rahkan  kepada  Ankum 

untuk  d i t i n dak l an j u t i  ;

2) Sebelum Ankum mengambi l  keputusan  apakah  

dise lesa i kan  mela lu i  j a l u r  pengad i l a na t au  t i d ak  

leb i h  dahu lu  memin ta  saran dar i

p ihak

terka i t ,

d isamping i t u

te tap

memperhat i kan  per i l a ku ,  d is i p l i n ,  pres tas i  ker ja  

dan fak to r fak to r  la i n  ;

3) Apab i l a  Ankum berpendapa t  penye lesa i an  

person i l  Pol r i  yang bersangkutan  dise lesa i kan  

mela lu i  pengad i l an  maka Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  

beser ta  barang  bukt i  diserahkan  kepada  Provoos t  

un tuk  se l an j u t n y a  d i k i r i m  ke  ] ak sa  Penuntu t  

Umum ;

4) Apabi l a  Ankum  berpendapat  bahwa  penye lesa ian  

person i l  Pol r i  yang  bersangkutan  dise lesa i kan  

di l ua r  ja lu r  pengadi lan  (DKP)  maka putusan  yang  

disa rankan  o leh  Ankum ada lah

berupa  :

a . Pemberhen t i a n  Dengan Hormat  (PDH)  ;

b . Pemberhen t i a n  T idak  Dengan Hormat  (PTDH) :

Bahwa t e r h a dap  pe r k a r a  Pengguga t  t i d a k  d i s e l e s a i k a n  

me la l u i

Pengad i l an  te tap i  d ise lesa i kan  di l ua r  ja l u r  Pengad i l an  

(DKP)  ;

Bahwa pada  tanggal  14  Januar i  2008  di  Polda  Kalbar ,  

Tim  penyelesa ian  perka r a  Anggo ta  Po l r i  yang  

te r l i b a t  penya l ahgunaan  Narkoba  mengadakan  rapat  

dan  hasi lnya  terhadap  Penggugat  tersebut ,  kapolda  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idKalbar  se laku  Atasan  Ankum menyetu ju i / s ependapa t  

dengan  saran  yang  d ia j u k an  bahwa  t e r h adap  

Pengguga t  d i j a t u h i  Hukuman  Admin is t r as i  berupa  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan Hormat  (PTDH):  - - - -

f .  Bahwa apa yang  dida l i l k an  Penggugat  dalam pos i ta  9  

akan  Tergugat  t a n g g a p i  s e b a g a i  

b e r i k u t  :    Bahwa  Terguga t  

Memberhen t i k an  Dengan  Tidak  Hormat  (PTDH)  

te rhadap  Penggugat  sudah  mempunya i  dasar  hokum 

yang  kuat  :  

a. ) Hasi l  pemer i ksaan  ai r  sen i  /  ur ine  penggugat  

dinya takan  mengandung methamphetamine  posi t i p  

(+)  ;

b. ) Penanganan te rhadap  perkara  Penggugat  sudah  

sesua i  dengan Surat  Keputusan  Kapol r i  No.  Pol  :  

:  Skep/1669/X I I / 2000  tangga l  26 Desember  2000  

ten tang  Naskah sementara  Buku Petun juk  

Adminis t ras i Penanganan Personi l

Polr i yang ter l i ba t

penyalahgunaan  Narkoba  ;

Jad i  dengan demik ian  Terguga t  da lam mengambi l  

suatu  keputusan

t i d ak  d isk r im i na t i f ,  sep ihak ,  bera t  sebe lah  dan  

te l ah  mempunya i

kekuatan  hukum secara  r i i l  ser ta  berdasarkan  fak ta  

yang ada ;

g.  Bahwa apa yang  dida l i l k an  Penggugat  dalam posi ta  a0  

akan  Tergugat  t a n g g a p i  s e b a g a i  

b e r i k u t  ;   

Bahwa Tergugat  t idak  ada  alasan  untuk  menskors ing  /  

menagguhkan  sura t  Keputusan  No.  Pol .  :  12/1 /2008  

tangga l  30  Januar i  2008  karena  keputusan  te rsebu t  

te l ah  sesua i  dengan  prosedur ,  azas  kecermatan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idd a n  s u d a h  f i n a l  ;  

Dengan  demik i a n  sega l a  perbua t an  yang  te l a h  

d i l a k u kan  o ieh  Penggugat  adaiah  merupakan  res i ko  

apa  yang  te lah  di l akukan  oieh  

P e n g g u g a t  s e n d i r i  ;  

Berdasarkan  fakta  yang  tergugat  ura ikan  dia tas ,  maka 

Tergugat  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rhormat  yang  

memeriksa  perkara  Tata  Usaha  N e g a r a i n i ,  u n t u k  

m e m u t u s  s e b a g a i  b e r i k u t  :  

111

6. Foto  Copy Peraturan  Pemerin tah  R.I  Nomor 1 Tahun 2003  

tentang  Pemberhent ian  Anggota  Kepol is ian  Negara  Republ ik  

Indonesia  tanggal  1 Januar i  2003 (  Bukt i  P.6  )  ;  

7. Foto  Copy Kutipan  Putusan Nomor 06/PID.B/2008/PN.STG tanggal  

22 Pebruar i  2008 (  Bukt i  P.7  )  ;

8. Foto  Copy Putusan Nomor 06/PID.B/2008/PN.STG tanggal  22 

Pebruar i  2008 (  Bukt i  P.8  )  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  — dal i l  

jawabannya,  Tergugat  telah  mengajukan  pula  alat  bukt i  surat  berupa  

Foto  Copy  yang  te lah  bermetera i  cukup  dan  te lah  dicocokan  

ternyata  sesuai  dengan asl inya  serta  te lah  di legal i s i r ,  sehingga  

sah  secara  formal  sebagai  alat  bukt i  dan selanjutnya  d i b e r i  

t a n d a  T . 1  s /  d .  T . 1 4  y a i t u  ;   

1. Foto  Copy Surat  Keputusan  Nomor Pol  :  Skep /02/XI /2007  

tentang  Pembentukan  Komisi  Kode Etik  Kepol is ian  Negara  

Republ ik  Indonesia  tanggal  27 November  2007 (  Bukt i  T.1)  ;

2. Foto  Copy Surat  Keputusan  Komis i  Kode Et ik  Polr i  No.  Pol  

:  Skep /02/XI /2007/KKEP tentang  Putusan Sidang Komisi  tanggal  

30 November  2007 (  Bukt i  T.2)  ;

3. Foto  Copy Surat  Keputusan  Kepala  Kepol is ian  Daerah Kalimantan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idBarat  Nomor :  Kep /12/1/2008  tentang  Pemberhent ian  Tidak  

Dengan Hormat  Dad Dinas  Polr i  tanggal  30 Januari  2008  

(  Bukt i  T.3)  ;

4. Foto  Copy Surat  Nota  Dinas  Nomor :  R/  ND-17/  I  /  2008 /  

Propam tanggal  17 Januar i  2008 (  Bukt i  T.4  )  ;

5. Foto  Copy Surat  Nomor R/04/ I /2008/Propam tanggal  4 

Januar i  2008 (  Bukt i  T.5  )  ;

6.  Foto  Copy Surat  Nomor R /  676 /  XI  /  2007 /  Reskr im  

tangga l  28 Nopember  2007 (  Bukt i  T.6  )  ;

7. Foto  Copy Sura t  Nota  Dinas  Nomor R /  ND-02 /  I  /  2008  

/  Bid  Binkum tangga l  5 Januar i  2008 (  Bukt i  T.7  )  ;

8 . Foto  Copy Has i l  Pemer i k saan  Labora to r i um  tangga l  29  

Oktobe r  2007  (  Bukt i  T.8  )  ;

9. Foto  Copy Berkas  Sidang  Komis i  Kode Et i k  Pol r i  No.PoI  

BS.  KKEP /  02 /  XI  /  2007 /  P3D (  Bukt i  T.9  ) ;  

10 . Fo to  Copy Berkas  Perka r a  Pe langga r an  Kode Et i k  

Po l r i  No.  Po l  :  BPPKEP /  02 /  XI  /  2007 /  P3D ser ta  

Laporan  No.PoI  :  27 /  X /  2007 /  P3D tangga l  28 

Oktober  2007 (  Bukt i  T.10  ) ;  

11.Fo to  Copy Kut i pan  Putusan  Nomor  06 /  PID.B  /  2008 /  

PN.STG tangga l  22 Pebruar i  2008 (  Bukt i  T.11  )  ;

12.Fo to  Copy Naskah  Sementara  Buku Petun juk  Admin is t r a s i  

Penanganan  Persone l  Pol r i  Yang Ter l i ba t  Penya lagunaan  

Narkoba  (  Bukt i  T.12)  ;

13.  Foto  Copy Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  (  Tersangka)  

tangga l  3 Nopember  2007 (  Bukt i  T.13  )  ;

14.Foto  Copy Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  

(  TambahanTersangka)  tangga l  21 Nopember  2007 (  Bukt i  

T.14)  ;

Men imbang ,  bahwa  d i d a l am  pe r s i d a n g a n  

Pengguga t  t e l a h  mengajukan  1  (sa tu )  orang  saks i  benama,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR.  KAMARULLAH,SH.M.Hum te lah  disumpah  secara  Agama Is l am  

dalam  pers idangan  dan  member ikan  kete rangan  yang  

se lengkapnya  te rmua t  da lam ber i t a  acara  pers i dangan  yang  

menjad i  s a t u  k e s a t u a n  y a n g  t a k  t e r p i s a h k a n  

d e n g a n  p u t u s a n  i n i  ;  

Menimbang,  bahwa  d i  da lam  pers idangan  Terguga t  

t i dak  mengajukan  4  ( empa t )  o r a n g  sa k s i  mas i n g - mas i n g  

benama ,  1 .KOMPOL DEDEN SUMANTRI,S. i k ,Ms i ,  2.  AKP.  EDDY 

OMSAH SIREGAR,  3.  AKP.  BAGIYA,  4.  IPTU SYAMSUL BAHRI.  te lah  

disumpah  secara  Agama  Is l am  dalam  pers idangan  dan  

member i k an  ke te r angan  yang  se l engkapnya  te rmua t  da lam 

ber i t a  acara  pers i dangan  yang  menjad i  satu  kesatuan  yang  

tak  te rp i sahkan  dengan putusan

in i  ;  

Menimbang,  bahwa  p ihak  Penggugat  maupun  pihak  

Tergugat  te l ah  menyampaikan  kes impu lannya  d ipe rs i dangan  

masing  —  masing  te r t angga l ,  24  J u l i  

2 0 0 8 . ;   

Menimbang,  bahwa untuk  menyingkat  ura ian  putusan  in i  

maka  segala  sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  merupakan  bagian  yang  t i d a k  te r p i s ahkan  dan 

d ianggap  te l ah  te rmua t  dan  tu ru t  d ipe r t imbangkan  

d a l a m  p u t u s a n  i n i  ;  

Menimbang,  bahwa  ber i ku tnya  para  p ihak  t i dak  

mengajukan  sesuatu  h a l  l a g i  d a n  m o h o n 

p u t u s a n  ;  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Men imbang ,  bahwa  maksud  dan  t u j u a n  guga t a n  

Pengguga t  sebaga imana  yang  t e l a h  d i u r a i k a n  da l am 

guga t a n  t e r s e b u t  d i a t a s ;  

Menimbang ,  bahwa  dar i  Gugatan  Pengguga t ,  Jawaban  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terguga t ,  Rep l i k ,  Dup l i k  maupun Kes impu l an  mas ing - mas ing  

p ihak ,  Maje l i s  Hak im  berkes impu l an  bahwa  yang  menjad i  

pokok  persoa l a n  da lam  perka r a  i n i  

a d a l a h  :  

Apakah  Terguga t  da lam menerb i t k a n  Sura t  Kepu tusan  Kepa la  

Kepo l i s i a n  Daerah  Kal iman tan  Bara t  Nomor :  Kep/12 / I / 2 008  

ten tang  PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI  

atas  nama AKHYADI  te r t angga l  30  Januar i  2008  te lah  sesua i  

atau  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang undangan  yang  

ber l a k u  dan  Azas - Azas  Umum Pemer i n t a han  Yang Ba i k ;  

Menimbang,  bahwa  menuru t  Penggugat  in t i n y a  

t i ndakan  Terguga t  yang  t i dak  cermat  dan  t i dak  te l i t i  

te r sebu t  yang  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  aquo  ada l a h  

merupakan  pe rbua t a n  yang  melangga r  Asas - asas  Umum 

Pemer in t ahan  Yang  Baik ,  khususnya  Asas  Kecermatan ,  

seh ingga  perbua tan  te rsebu t  te l ah  memenuhi  keten tuan  pasa l  

53 ayat  2 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 Jo  Undang- Undang 

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

o leh  karena  i t u  sura t  kepu tusan  aquo  harus  d inya takan  

bata l  demi  hukum ;   

Menimbang ,  bahwa  menuru t  Terguga t  i n t i n y a  

Terguga t  da lam  mengambi l  sua tu  kepu tusan  t i dak  

d isk r im i na t i f ,  sep ihak ,  bera t  sebe lah  dan  te l ah  mempunya i  

kekua tan  hukum secara  r i i l  ser t a  berdasa rkan  fak ta  yang  

a d a ;  

Menimbang,  bahwa untuk  membukt i kan  dal i l  gugatannya ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  sura t  bukt i  P.1  sampai  dengan  

P.6  ser ta  1 (sa tu )  orang  saks i  ah l i  d i bawah  sumpah d imuka  

pers i d a ngan  be rnama  DR.  KAMARULLAH,  SH. ,M.Hum. ,  

sedangkan  Terguga t  mengajukan  sura t  bukt i  T.1  sampai  

dengan  T .14  dan  menga ju kan  4  (empa t )  o rang  saks i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idd ibawah  sumpah  d imuka  pers i dangan  masing- masing  bernama 

KOMPOL.  DEDEN SOMANTRI,  S. Ik ,  M.Si . ,  AKP  EDY  OMSYAH 

SIREGAR,  AKP BAGIYA,  dan  IPTU SAYMSUL BAHRI ;  

Menimbang,  bahwa dar i  sura t - sura t  buk t i  kedua  be lah  

p ihak  ser t a  keterangan  saks i - saks i  dimuka  pers idangan,  maka 

dipero leh  fak ta - fak ta  sebaga i  

b e r i k u t  :  

-  Bahwa Pengguga t  ada lah  anggo ta  Polsek  Kelam Permai ,  

Kesatuan  Po i res  Sin tang  ;

Bahwa sesua i  dengan  l apo ran  No.Po l  :29 /X / 2007 /P3D 

pada  tangga l  28

Oktober  2008,  Penggugat  te r t angkap  tangan  sedang  

melakukan  pesta  sabu -

sabu  (v i de  bukt i  T.9  lampi ran  1) ;

Bahwa t e r h a dap  l a po r a n  t e r s e bu t  kemud ian  d i t i n d a k  

l a n j u t i  dengan

Pembentukan  Komis i  Kode Et i k  be rdasa r kan  Sura t  

Kepu tusan  No.Po I . :

SKEP/02/X I / 2007  (v i de  bukt i  T.1)  yang beranggotakan  ;

1 . DEDEN SUMANTRI ,  Jaba tan  St ruk t u r a l  :  Wakapo l r e s ,  

da lam Komis i  sebaga i  Ketua  merangkap  anggota  ;

2. EDY OMSYAH SIREGAR, Jabatan  St ruk tu ra l  :  Kabagmin ,  

da lam Komis i  sebaga i  Waki l  Ketua  merangkap  anggota ;

3.  SYAMSUL BAHRI,  Jabatan  St ruk tu ra l  :  Kani t  P3D,  da lam 

Komis i  sebaga i  Sekre ta r i s  merangkap  anggota  ;
− Bahwa sete lah  Komis i  Kode Et ik  te rsebu t  melakukan  

pers idangan,  maka dalam Surat

Keputusan

Komisi

Kode

Etik

POLRI

No.Pol :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idKEP/02/X I /2007 /KKEP te r t angga l  30 Nopember  2007  

dipu tuskan  bahwa AKHYADI (Penggugat )  di ja tuh i  sanksi  

berupa  :  Rekomendasi  Pemberhent ian  Dengan Tidak  Hormat  

(PTDH) dar i  dinas  Kepol i s i an  (v ide  bukt i  T.2)  ;

− Bahwa te rhadap  putusan  Sidang  Komis i  Kode Et i k  

te r sebu t ,  AKHYADI (Penggugat )  melalu i  kuasa  hukumnya 

te lah  mengajukan  surat  permohonan Ker inganan  hukuman 

ter tangga l  10 Desember  2007 ;

− Bahwa terhadap  permohonan ker inganan  hukuman tersebu t  
te lah  di jawab

oleh  Terguga t  da lam  Sura t  Nomor  :  R/04/ I / 2008 /P ropam 

te r t angga l  4  Januar i  2008  yang  pada  in t i n y a  

menyatakan  bahwa  kebera tan  yang  d ia j ukan  AKHYADI 

(Penggugat )  t i dak  dapat  d i t e r ima  (v i de  bukt i  T.5 )  ;  

− Bahwa sebaga i  t i ndak  lan j u t  dar i  has i l  Putusan  Sidang  
Komis i  Kode Et i k

te rsebu t ,  kemudian  Terguga t  mengetuarkan  Sura t  

Keputusan  Nomor  :  Kep/12 / I / 2008  tangga l  30  Januar i  

2008  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  Pemberhent ian  Tidak  

Dengan  Hormat  dar i  Dinas  POLRI  atas  nama  AKHYADI 

dikarenakan  melakukan  pelanggaran  penyalahgunaan  

Narkoba,  melanggar  pasal  14  ayat  (1)  Huruf  (b)  PP RI  

No.1  Tahun  2003,  pasal  5  Huruf  (a)  PP RI  No.2  Tahun 

2003  dan  pasa l  23  huru f  (b )  dan  (c )  Skep  Kapol r i  

No.Po l .  :  Skep/1669/XI I / 2000  tanggal  26- 12- 2000  (v ide  

bukt i  P.4  yang  ident i k  dengan  b u k t i  

T .  3 ) ;   

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta  — fak ta  te rsebut  

dia tas ,  Maje l i s  H a k i m  m em b e r i k a n  p e r t i m b a n g a n  

s e b a g a i  b e r i k u t :  

-  Bahwa  sesua i  dengan  Pera turan  Pemerin tah  RI  No.  1 

tahun  2003  ten tang  Pemberhent i an  Anggota  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  I n d o n e s i a  :  

Pasal  1  angka  5  yang  berbuny i  "Pemberhent i an  t idak  

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddengan hormat  adalah  pengakhi ran  masa dinas  Kepol i s i an  

oleh  pejabat  yang  berwenang  terhadap  seorang  anggota  

Kepol is i an  Negara  Republ i k  Indones ia  karena  

s e b a b - s e b a b  

t e r t e n t u . "  ;  

Pasal  11 yang berbuny i  "Anggota  Kepol i s i an  Negara  

Republ i k  Indones ia  yang diberhent i kan  t idak  dengan  

hormat  apabi l a :

a . melakukan  t i n d a k  p i d ana ;

b . melakukan  pe l a ngga r a n ;

c . meningga l k an  tugas  a tau  ha l  l a i n  ;

Pasa l  14  aya t  (1 )  huru f  (b )  yang  berbuny i  "Anggo ta  

Kepo l i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  diberhen t i kan  

t i dak  dengan  hormat  dar i  dinas  Kepol i s i an  Negara  

Republ i k  Indones ia  apab i l a :  b.  "melakukan  perbuatan  

dan  be r p e r i l a k u  ya n g  dapa t  mer ug i k a n  d i n a s  

Kepo l i s i a n "  ;  

Penje lasan  Pasal  14 ayat  (1 )  huruf  (b )  yang  berbuny i  

"Berpe r i l a k u  merug ikan  anta ra  la i n  berupa :

1) Kela la i an  dalam melaksanakan  tugas  dan kewaj i ban ,  

dengan senga ja  dan beru lang- ulang  dan t idak  menaat i  

per in tah  atasan,  penganiayaan  te rhadap  sesama 

anggota  Kepo l i s i a n  Negara  Repub l i k  Indones ia ,  

penggunaan  kekuasaan  di l ua r  batas ,  sewenang- wenang,  

atau  secara  sa lah ,  seh ingga  d inas  atau  perseorangan  

mender i t a  kerug ian  ;

2) Perbuatan  yang beru lang- ulang  dan ber ten tangan  

dengan kesus i l aan  yang  di l akukan  di  da lam atau  di  

lua r  d inas  ;

3) Kelakuan  atau  perka taan  di  muka kha layak  ramai  atau  

berupa  tu l i s an  yang  melanggar  dis i p l i n  ;

Bahwa sesua i  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.  2 
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tahun  2003  tentang  Peraturan  Dis ip l i n  Anggota  POLRI ;

Pasa l  5  huru f  (a )  yang  be rbuny i  "Da l am  rangka  

memel i h a r a  kehidupan  bernegara  dan  bermasyaraka t ,  

anggota  Kepol i s i an  Negara  Repub l i k  Indones i a  

d i l a r a n g :  a ,  melakukan  ha l - ha l  yang  dapa t  

menurunkan  kehormatan  dan  mar taba t  negara ,  

pemer in t ah ,  a tau  K e p o l i s i a n  N e g a r a  

R e p u b l i k  I n d o n e s i a ;  

Pasa l  7  yang  be rbuny i  "  Anggo ta  Kepo l i s i a n  

Negara  Repub l i k  Indones ia  yang  te rnya ta  melakukan  

pelanggaran  Pera tu ran  Dis ip l i n  Anggota  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  di j a t uh i  sanks i  berupa  

t i n d a k a n  d i s i p l i n  d a n / a t a u  h u k u m a n 

d i s i p l i n ;  

Pasa l  13  yang  be rbuny i  "Anggo t a  Kepo l i s i a n  Negara  
Repub l i k

Indones i a  yang  di j a t uh i  hukuman dis ip l i n  Ieb ih  dar i  3 
( t i g a )

kal i  dan  dianggap  t i dak  patu t  lag i  diper tahankan  

sta tusnya  sebagai  anggota  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indones ia ,  dapat  diberhent i kan  dengan  hormat  atau  t i dak  

dengan  hormat  dar i  Dinas  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  

Indones ia  mela lu i  Sidang  Komis i  Kode  Et ik  Profes i  

K e p o l i s i a n  N e g a r a  R e p u b l i k  

I n d o n e s i a  ;  

Bahwa sesuai  dengan  Skep Kapolr i  No.Pol . :Skep/1669/X11/2000  

tanggal  26- 12- 2000  ten tang  Naskah  Sementara  Buku Petun juk  

Admin is t ras i  Penanganan  Persone l  POLRI  yang  ter l i ba t  

Penyalahgunaan  Narkoba  pada  dic tum  Menetapkan  angka  3 

menyebutkan  bahwa "Buku  Petun juk  Admin is t r as i  in i  bers i f a t  

sementara  untuk  di lakukan  uj i  cobs  se lama  2  (dua)  tahun  

se jak  tangga l  d i t e t apkan ,  agar  mempero leh  masukan  da lam 

penyempurnaan  dan  sete l ah  d isempurnakan  akan  

Disclaimer
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putusan.mahkamahagung.go.idd i t e t a p k a n  s e b a g a i  N a s k a h  T e t a p " . ;  

Bahwa  Naskah  Sementara  Buku  Petun juk  Admin is t r a s i  

Penanganan  Persone l  POLRI  yang  te r l i b a t  Penyalahgunaan  

Narkoba  di te t apkan  di  Jakar ta  pada  tangga l  26  Desember  

2000  sehingga  Naskah  Sementara  te rsebu t  daya  ber lakunya  

hanya  sampai  tangga l  26  Desember  2002  sehingga  t idak  

dapat  ber laku  lag i  sete lah  tanggal  26 Desember  2002. ; - - - -

Bahwa sesua i  dengan  Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  Negara  

Republ i k  Indones ia  No.Pol . :  7  Tahun  2006  ten tang  Kode 

Et ik  Profes i  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  dan 

Tata  Cara  Sidang  Komis i  Kode  Et i k  Kepol i s i an  Negara  

Republ i k  Indones ia  Pasal  8  ayat  5  huru f  (d )  yang  

menyebutkan  bahwa  "Anggota  Kkomis i  untuk  memeriksa  

Bin ta ra  dan  Tamtama  Pol r i  d i t i n g ka t  

Pol t abes /Po l r e s / t r o / t a / P o l r e s ,  te rd i r i  dar i :  

1) Ketua :  Wakapo l t abes  /Wakapo l re s / t r o / t a  ;

2) Waki l  Ketua :  Kabag Min /Pe rw i r a  yang  d i t u n j u k .  ;

3) Sekre ta r i s :  Kani t  P3D Perwi ra  yang di tun juk . ;

4) Anggo t a :  Perw i r a  yang  d i t u n j u k . ;

5) Anggota  cadangan:  Perwi ra  yang di tun j uk . ;

Menimbang,  bahwa Tergugat  dalam menerb i t kan  Surat  

Keputusan  obyek  sengketa  ada lah  berdasarkan  pada  

Keputusan  Komis i  Kode Et i k  Pol r i

No.Pol :  KEP/02/X I /2007/KKEP tentang  PUTUSAN SIDANG KOMISI  

pada tangga l

10 November  2007;

Men imbang ,  bahwa  susunan  Komis i  Kode  E t i k  

Po l r i  yang  meny idangkan  da lam  perka ra  a tas  nama 

Akhyad i  te l a h  sesua i  dengan  Ketentuan  pasal  5  ayat  4 

huruf  (d)  dalam Keputusan  Kepala  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  

Indonesia  No.PoI . :  7  Tahun  2006  tentang  Kode Et ik  Profes i  

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idKepol is i an  Negara  Republ i k  Indones ia  dan  Tata  Cara  Sidang  

Komis i  Kode  Et ik  Kepol i s i an  Nega r a  Repu b l i k  

I n d o n e s i a  (  Pa s a l  8  a y a t  5  h u r u f  ( d )  ) ,  ;   

Menimbang,  bahwa Keputusan  Komis i  Kode Et i k  Pol r i  

No.Po l :  KEP/02/X I / 2007 /KKEP ten tang  PUTUSAN SIDANG KOMISI  

pada  tangga l  10  November  2007  yang  pada  pokoknya  

menerangkan  bahwa  te lah  menjatuhkan  sanks i  berupa:  

Rekomendasi  Pemberhent ian  Dengan  Tidak  Hormat  (PTDH)  dar i  

Dinas  Kepol i s i an  atas  nama:  Akhyad i ,  dika renakan  te rbuk t i  

te lah  melakukan  pelanggaran  sebagaimana dia tu r  dalam Pasal  

14 huru f  (b)  PP RI  No.01  Tahun  2003  ten tang  Pemberhent i an  

Anggota  POLRI,  pasal  5  Huruf  (a)  PP RI  No.02  Tahun  2003 

ten tang  Peratu ran  Dis ip l i n  bagi  Anggota  POLRI  dan Pasal  23  

huruf  (b)  dan  (c )  Surat  Keputusan  Kapol r i  No.PoI . :  

SKEP/1669/XI I / 2000  tangga l  26 Desember  2000 ten tang  Naskah  

Sementara  buku  petun juk  admin is t r as i  Pol r i  y a n g  

t e r l i b a t  p e n y a l a h g u n a a n  n a r k o b a  ( v i d e  b u k t i  

T . 2 ) ;  

Men imbang ,  bahwa  S idang  Komis i  Kode  Et i k  

d i l a k s a nakan  berdasarkan  adanya  laporan  No.PoI :  

29/X/2007/P3D pada tangga l  28 Oktober  2008 (v ide  bukt i  T.9  

lampi ran  1),  yang  mana dalam  laporan  tersebut  disebutkan  

adanya  pelanggaran  melakukan  t i ndak  pidana  dan  melakukan  

perbuatan  dan  b e r p e r i l a k u  y a n g  d a p a t  m e r u g i k a n  

d i n a s  K e p o l i s i a n ;  

Menimbang,  bahwa terhadap  laporan  tersebut ,  sela in  

di t i ndak- lan ju t i  dengan  diadakannya  Sidang  komis i  Kode 

Et ik ,  juga  di l akukan  pemer iksaannya  d i  Pengad i l an  Neger i  

Sin tang  yang  kemudian  mengelua rkan  putusannya  

te r t angga l  22 Februar i  2008 dan te l ah  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap ;  

Disclaimer
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I
Menimbang,  bahwa  Tergugat  menerb i t kan  obyek  

sengketa  pada  tangga l  30  Januar i  2008,  yang  mana dalam 

Surat  Keputusan  obyek  sengketa  disebutkan  bahwa  AKHYADI 

(Penggugat )  te lah  terbuk t i  melakukan  pelanggaran  

penya lahgunaan  narkoba,  sedangkan  Putusan  Pengad i l an  yang  

menangani  perkara  tersebu t  belum di ja tuhkan ,  maka Tergugat  

seharusnya  t idak  sampai  kepada  t indakan  mengeluarkan  sura t  

keputusan  a  quo,  karena  surat  keputusan  obyek  sengketa  

dike lua rkan  mendahulu i  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Sin tang  

yang  di l akukan  pada  tangga l  22  Februar i  2008.  Hal  in i  

sesua i  dengan  NOTA  DINAS  Nomor:  R/ND- 02/ I / 2008 /B id  

Binkum pada  tangga l  5 Januar i  2008  kepada  Kapolda  Kalbar  

per iha l  Saran  permohonan  ker inganan  putusan  PTDH  An.  

Br ipda  Akhyad i ,  pada  angka  4  huru f  b  ber i s i  Menginga t  

perbuatan  penyalahgunaan  psiko t rop i ka  jen is  sabu- sabu  oleh  

Sdr.Akhyadi  dan  Bripda  Agus  F i t r i a n s y ah  d i l a k u kan  

bersama- sama dengan  masyaraka t  s i p i l ,  maka  seyogyanya  

kasus  pidana  dia jukan  ke  sidang  Pengadi lan  Neger i  Sin tang  

untuk  mendapatkan  putusan  yang  berkekua tan  hukum te tap  

( ink rach )  te rhadap  masing- masing  pelaku ,  atas  dasar  

putusan  te rsebu t  sehingga  Atasan  Ankum  dapa t  mengambi l  

sua tu  kepu tusan  yang bers i f a t  f ina l  (v i de  buk t i  T.7 ) ;  

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d ia tas  

Maje l i s  Hakim  menemukan  kesa lahan  Prosedur  yang  

d i l a kukan  o leh  Terguga t ,  karena  Keputusan  Kepala  

Kepol i s i an  Daerah  Kal imantan  Barat  Nomor:  Kep/12/ I / 2008  

ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  Dar i  Dinas  

POLRI  atas  nama Br ipda  Akhyadi  NRP.  84090260  di te rb i t kan  

t i dak  sesuai  dengan  keten tuan  Pasal  12 ayat  (1)  Peratu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  1 Tahun  2003  Tentang  

Pemberhent i an  Anggota  Kepol i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idyang  menerangkan  bahwa  Anggo ta  Kepo l i s i a n  Negara  

Repub l i k  Indones i a  dibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat  

dar i  d inas  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones i a  apab i l a  

d idasa r kan  pada  putusan  pengadi l an  yang te lah         mempunyai   

kekuatan  hukum tetap.  Hal  in i  berar t i  bahwa Surat  Keputusan  

obyek  sengke ta  te r sebu t  harus l ah  d i t e r b i t k a n  se te l ah  

adanya  putusan        pengad i l a n  vanc i  t e l a h  mempunya i   

kekua t an  hukum t e t a p ;  

Menimbang,  bahwa  ber iku tnya  Asas  kepast ian  hukum 

mensyara tkan  bahwa se t i a p  kepu tusan  Badan  a tau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  yang  d i ke l u a r k an  harus  ber l a ndaskan  

pada  pera t u r an  perundang - undangan ,

kepa t u t a n  dan  kead i l a n  se r t a  ha r u s  cu k u p  j e l a s  

pu l a  mengena i

per t imbangannya  maupun mengenai  keje lasan  rumusan  

keputusan  tersebut ; - - - -

Menimbang,  bahwa  selan ju tnya  Tergugat  te lah  pula  

ke l i r u  dengan  mendasarkan  pada  Skep  Kapol r i  

No.Pol . :Skep /1669 /X I I / 2000  tangga l  26- 122000  ten tang  

Naskah  Sementara  Buku  Petun juk  Admin is t r as i  Penanganan  

Persone l  POLRI  yang  te r l i ba t  Penyalahgunaan  Narkoba  yang  

daya  ber lakunya  hanya  2  (dua)  tahun  sa ja  yai tu  sampai  

tangga l  26  Desember  2002,  sehingga  Tergugat  mempergunakan  

peratu ran  yang  sudah  t idak  ber laku  lag i  dan  hal  in i  

mengisyara tkan  bahwa Tergugat  t idak lah  cermat  dan  te l i t i  

dalam  menerb i t kan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  obyek  

sengke ta .  Hal  i n i  sesua i  dengan  ke te r angan  Ah l i  yang  

bemama Dr .KAMARULLAH,  SH.  M.Hum d idepan  pers i dangan  

pada  tangga l  3 Ri l l  2008,  yang  pada pokoknya  menerangkan  

bahwa  Skep  Kapol r i  No.Pol . : Skep /1669 /X I I / 2 000  tangga l  

26- 12- 2000  t i dak  dapat  d i j ad i k an  dasar  bag i  Terguga t  

da lam  menerb i t kan  obyek  sengke ta ,  karena  dalam  Surat  
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Keputusan  Kapol r i  tersebu t  te lah  disebutkan  bahwa  buku  

petun juk  admin is t r as i  in i  bers i f a t  sementara  untuk  

di lakukan  uj i  cobs  selama  2(dua)  tahun  sejak  tangga l  

di te tapkan ,  sehingga  te rhadap  keten tuan  te rsebu t  t idak  

mempunyai  kekuatan  hukum yang  mengika t .  Majel i s  sependapat  

dengan  keterangan  saks i  ahl i  tersebut ,  sehingga  diambi l  

al ih  menjad i  pendapat  Majel i s  Hak im  da lam  memer i k s a ,  

memutus  dan  menye lesa i k a n  sengke ta  i n i ;  

Menimbang ,  bahwa  berdasa r kan  per t imbangan -

per t imbangan  t e r s e bu t  d i a t a s ,  Maje l i s  Hak im 

be rpendapa t  bahwa  Terguga t  da l am  menerb i t kan  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  te rbuk t i  ber ten tangan  dengan  

aspek  procedura l  penerb i t an  keputusan  dan  ber ten tangan  

pula  dengan  asas

k e c e r m a t a n  c l a n  k e p a s t i o n  h u k u m ,  ma k a  d a p a t  

d i k a t e g o r i k a n  s e b a g a i

keputusan  yang  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undngan  yang  ber l aku  dan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  ba lk ,  dengan  demik ian  keten tuan  Pasal  53  ayat  (2  )  

huru f  a  dan  b  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  sebaga i  

perubahan  atas  undang- undang  nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

P e r a d i l a n  T a t a  U s a h a  N e g a r a  t e l a h  

t e r p e n u h i ;  

Menimbang ,  bahwa te r hadap  permohonan  penundaan  

ob jek  sengketa  yang  dia jukan  oleh  Penggugat ,  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa  te rhadap  permohonan  te rsebu t  

t i dak  dapat  dikabu lkan  oleh  karena  Keputusan

I l l
Tata  Usaha  Negara  objek  sengketa  te lah  bers i f a t  fac tua l /  

t i ndakan  nyata  dan  yang  sudah  d i l aksanakan  seh ingga  

t i dak  dapat  lag i  d i t unda  pe laksanaan  K e p u t u s a n  

o b j e k  s e n g k e t a  t e r s e b u t ;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  keten tuan  Pasal  53 

ayat  (2)  huru f  a  dan  b  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  
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sebagai  Perubahan  atas  UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  te lah  terpenuh i ,  maka 

cukup  alasan  untuk  menyatakan  bata l  Surat  Keputusan  Kepala  

Kepo l i s i a n  Daerah  Ka l iman t an  Bara t  Nomor :  

Kep /12 / I / 2 0 0 8  ten t a ng  Pemberhent i an  Tidak  Dengan Hormat  

Dar i  Dinas  POLRI  te r tangga l  30  Januar i  2 0 0 8 

a t a s  n a m a  A k h y a d i ;  

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Surat  Keputusan  Kepala  

Kepol i s i an  Daerah  Kal imantan  Barat  Nomor:  Kep/12/ I / 2008  

ten tang  Pemberhent ian  Tidak  Dengan  Hormat  Dar i  Dinas  

POLRI  te r t angga l  30  Januar i  2008  atas  nama  Akhyad i  

(obyek  gugatan )  te l ah  d inya takan  bata l ,  maka  pet i t um  

gugatan  P e n g g u g a t  p a d a  a n g k a  2  d a p a t l a h  u n t u k  

d i k a b u l k a n ;  

Menimbang,  bahwa oleh  karena  obyek  gugatan  te lah  

dinya takan  bata l ,  maka memerin tahkan  kepada  Tergugat  untuk  

mencabut  keputusan  Tata  Usaha  Negara  obyek  guga tan  

te r sebu t ,  ha l  i n i  bera r t i  pet i t um  guga tan  P e n g g u g a t  

a n g k a  3  d a p a t l a h  d i k a b u l k a n  p u l a ;  

Menimbang,  bahwa oleh  karena  keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  di te rb i t k an  Tergugat  Nomor :  Kea /  12  /  I  /  

2008  tanagal  30  Januar i   2008  (obvek  gugatan)  te l ah  

dinya takan  bata l ,  maka dengan  menunjuk  ketentuan  Pasal  97 

ayat  8,  9  huruf  a  dan  b,  10  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  

2004  sebagai  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

memerin tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mengembal i kan  harkat  

dan  martabat  Penggugat  seper t i  semula ,  dan  berar t i  

pe t i t u m  guga t a n  Pengguga t  angka  4  t e r s e b u t  pa t u t  

d i k a b u l k a n ;  

Menimbang,  bahwa mengenai  ala t  bukt i  la innya  yang  

t idak  di jad i kan  per t imbangan  dalam putusan  in i  meskipun  sah  

sebagai  ala t  bukt i ,  Maje l i s  Hakim  t i dak  akan  

mempert imbangkan  leb ih  lan ju t  karena  t i dak  ada  
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re levans inya  dengan  pokok  sengke ta  dan  te t ap  

d i l amp i r k an  da lam berkas  perka r a ;  

Menimbang,  bahwa karena  pihak  Tergugat  adalah  pihak  

yang  kalah  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  110  Undang-

Undang Nomor  9 tahun  2004  sebaga i  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986 ,  kepada  Terguga t  d ihukum 

untuk  membayar  b iaya  perka ra  yang  jumlahnya  akan  

d i c a n t u m k a n  d a l a m  d i c t u m  p u t u s a n  

i n i . ;  

Menginga t ,  keten tuan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Republ i k  Indones ia  Nomor  1  Tahun  2003  Tentang  

Pemberhent i an  Anggota  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  

Indones ia ,  Peratu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor 2  

Tahun  2003  Tentang  Peratu ran  Dis ip l i n  Anggota  Kepol i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  dan  Undang- Undang Nomor  9 tahun  

2004  sebagai  perubahan  atas  UndangUndang  Nomor  5  Tahun 

1986  ten t ang  Perad i l a n  Tata  Usaha Negara . ;  

MENGADIL I

Dalam Penundaan ;

-  Menyatakan  Permohonan Penundaan Surat  Keputusan  

Objek  Sengketa  t i dak  dapat  dikabu lkan ;

Dalam Pokok Perkara  ;

1. Mengabu lkan  gugatan  Pengguga t ;

2. Menyatakan  bata l  Surat  Keputusan  Tergugat  Kepala  

Kepol i s i an  Daerah  Kal imantan  Barat  Nomor:  

Kep/12/ I / 2008  tentang  Pemberhent ian  Tidak  Dengan 

Hormat  Dar i  Dinas  POLRI ter tangga l  30 Januar i  2008  

atas  nama Akhyad i ;

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Terguga t  Kepa l a  Kepo l i s i a n  Daerah  

Ka l iman t a n  Bara t  Nomor :  Kep/12/ I / 2008  tentang  
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Pemberhent ian  Tidak  Dengan Hormat  Dar i  Dinas  POLRI  

ter tangga l  30 Januar i  2008 atas  nama Akhyadi ;

4. Memerin tahkan  Tergugat  untuk  mengembal i kan  dan  

memul ihkan  sta tus  dan hak  Pengguga t  da lam harka t  

dan mar taba t  Pengguga t  seper t i  semula ;

5.  Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 

71.000. (  Tujuh  puluh  satu  r ibu  rupiah  )  ;

Demikian  diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan  Majel is  Hakim 

pada  har i  Jumat  tanggal  15  Agustus  2008  oleh  Kami  Mursal in  

Nadj ib ,  SH selaku  Ketua  Maje l i s  Hakim,  Zubaida  Dja i z  B,  SH 

dan  Pengki  Nurpanj i ,  SH  masing- masing  selaku  Hakim- Hakim 

Anggota,  Putusan  mana diucapkan  dalam  persidangan  yang  terbuka  

untuk  umum pada har i  Selasa  tanggal  19 Agustus  2008 oleh  Majel i s  

Hakim tersebut ,  dengan  dibantu  oleh  Edi  Suwarto ,  SH Panitera  

Penggant i  Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  Pont ianak  dengan  dihadi r i  

Penggugat  dan Kuasa Tergugat .

H im   Anggota  I

Ketua  Majel is

MURSALIN NADJIB,  SH

Hakim Anggota  I I

ZUBAIDA D)AIZ  BARANYANAN, SH 14NGKI NURPAN3I ,  SH
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-  EDI  SUWARTO, SH
DISSENTING OPINION

PENDAPAT HAKIM KETUA MANUS DALAM SENGKETA      
NOMOR :  10/G/2008 /PTUN.PTK

Menimbang,bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Penggugat  

adalah  sebagaimana  yang  te lah  diura ikan  secara  je las  didalam  

duduknya  perkara  t e r s e b u t  

d i a t a s ;  

Menimbang,  bahwa ketentuan  pasal  53 ayat  (2)  sub  a dan  b 

UndangUndang Nomor :  5 Tahun 1986 sebagaimana telah  diubah  dengan  

UndangUndang Nomor  :  9 Tahun 2004  Tentang  Peradi lan  Tata  Usaha 

Negara  bagi  Pemerin tah  ketentuan  tersebut  adalah  ber laku  

sebagai  norma  umum P e m e r i n t a h a n  ( b e s t u u r  

n o r m e n )  :  

Menimbang,  bahwa oleh  karena  ber laku  sebagai  norma umum 

Pemerintah  (bestuur  normen)  maka ketentuan  pasal  53 ayat  (2)  sub a 

dan b Undang- Undang Nomor :  5 Tahun 1986 sebagaimana te lah  diubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004,  bagi  Pemerin tah  

bersi fa t  kumulat i f ,  dalam  ar t i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  dike lua rkan  t idak  boleh  mengandung  cacat  yur id is  pada  

point  atau  sub  (a)  dan  sub  (b)  pasal  53  ayat  ( 2 )  

t e r s e b u t  ;  

Menimbang,  bahwa  dengan  mengacu  kepada  peraturan  

perundang undangan  tersebut  dia tas  maka  to lok  ukur  keabsahan  

t indakan  Pemerin tah

adalah  :
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putusan.mahkamahagung.go.id1. Kesesuaian  menurut  Undang- Undang ;

2. Kesesuaian  menurut  azas- azas umum Pemerin tah  yang Baik  
(AAUPB) ;

Menimbang,bahwa  Objek  sengketa  yang  dimohonkan  

pembatalannya  ser ta  minta  untuk  dicabut  oleh  Penggugat  kepada  

Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Pontianak  adalah  :  Surat  keputusan  

Kapolda  Kalimantan  Barat  Nomor  :  Kep/12/ I  /  2008  ter tanggal  30 

Januar i  2008  Tentang  Pemberhent ian  Tidak  Dengan  Hormat  Atas  

nama  Akhyad i  dengan  Pangkat  Br ipda  kesatuan  t e r a k h i r  

B a . P o l r e s  S i n t a n g  (  b u k t i  P - 4 = T - 3 )  :  

Menimbang,  bahwa dal i l  gugatan  Penggugat pada posi tum

Point /angka  (5) ,  (8) ,  (9)  tersebut  mendal i l kan  yang  pada  

pokoknya  obyek  sengketa  yang di terb i t kan  Tergugat  sebelum adanya  

Putusan  Pidana  yang  di ja tuhan  kepada  Penggugat  adalah  te lah  

melanggar  ketentuan  Pasal  12  ayat  (1)  huru f  (a)  PP Nomor  1 

tahun  2003  dan  melanggar  azas- asas  umum  Pemerin tahan  yang  

baik  khususnya  Azas  kecermatan  sebagaimana  yang  dimaksud  

ketentuan  Pasal  53  Ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  P e r a d i l a n  T a t a  U s a h a 

N e g a r a ;  

Menimbang,  bahwa  Tergugat  te lah  membantah  dal i l - dal i l  

Penggugat  tersebut  sebagaimana  terura i  didalam  surat  Jawabannya  

ter tanggal  30 Apri l  2 0 0 8  ;  

Menimbang,  bahwa dari  Argumentasi  hukum yang  diajukan  oleh  
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kedua belah  pihak  balk  Penggugat  maupun Tergugat  selanjutnya  Hakim 

Ketua  Majel is  m e m p e r t i m b a n g k a n n y a  s e b a g a i  

b e r i k u t  :  

Menimbang,bahwa dar i  bukt i  T- 9 Yai tu  surat  laporan  Nomor  

Pol is i  27/X/2007/P3D Tanggal  28- Oktober  2007 bahwa pada tanggal  

28  Oktober  2007  Penggugat  di tangkap  oleh  Anggota  Reserse  

Krimina l  (RESKRIM)  Unit  Narkoba  Poires  Sintang  pada  saat  

sedang melakukan  Pesta  Sabu- sabu;  

Menimbang,  bahwa dalam ber i ta  acara  pendapat  (BAP)  Polres  

Sintang  yang  dibuat  pada  Hari  Senin  Tanggal  12  November  2007  

ternyata  Penggugat  te lah  mengakui  sela in  mengkonsumsi  

Psikot rop i ka  jen is  sabu- sabu, juga  berpendapat  bahwa  is  t idak  

layak  dan t idak  sepantasnya  t inggal  dan hidup  satu  rumah bersama 

seorang  Wani ta  tanpa  ika tan  yang  sah  (Nikah)  ser ta  

berhubungan  badan  layaknya  suami  is t r i  (  sebagaimana  dapat  

di l i ha t  pada  lampiran  bukt i  T- 9  (BAP)  pada  halaman.2  angka  1 

dan  pada  lampiran  bukt i  T - 1 0  ( B A P )  

h a l  2 )  :  

Menimbang,  bahwa  dari  semua  perbuatan  yang  di lakukannya  

tersebut  Penggugat  dikenakan  tuduhan  selain  Melakukan  perbuatan  

Tindak  Pidana  juga  melakukan  perbuatan  dan berper i laku  yang dapat  

merugikan  dinas  kepol is ian  sebagaimana  yang  dirumuskan  Pasal  11 

huruf  (a)  dan Pasal  14 ayat  1 huruf  (b)  sebaimana bukt i  T- 9 surat  

laporan  nomor  Pol is i  27  /  X /  2007  /  P3D ter tanggal  2 8 
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O k t o b e r  2 0 0 7  ;  

Menimbang,  bahwa dari  uraian  pert imbangan  hukum tersebut  

diatas  da p a t  d i t a r i k  s u a t u  f a k t a - f a k t a  hu k um 

s e b a g a i  be r i k u t ;  

1. bahwa Penggugat  adalah  sebagai  Anggota  Polr i  dengan  

Pangkat  Bripda  (bukt i  P-3)  :

2. bahwa Penggugat  te lah  terbukt i  melakukan  Tindak  Pidana  

Tanpa hak membawa Psikotrop ika  sebagaimana bukt i  P-8= T-

11 sal inan  Putusan  PN Sintang  yang te lah  berkekuatan  

hukum tetap  :

3. bahwa  Penggugat  juga  mengakui  melakukan  Perbuatan  

t inggal  dalam satu  rumah kontrakan  bersama- sama dengan  

Nina  dan  beru lang  kal i  melakukan  hubungan  layaknya  

suami  is t r i  tanpa  ikatan  yang  sah  (Nikah)  kemudian  

status  dari  Nina al ias  Oca adalah

janda  beranak  satu  yang sebelumnya beker ja  sebagai  

PSK di

komplek  Mrano Kabupaten  Sintang  (sebagaimana bukt i  T- 2,  

T-9,T -

10) ;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta- fakta  hukum  tersebut  

disimpulkan,  Penggugat  selain  Melakukan  perbuatan  Tindak  Pidana  

sebagaimana  yang  diatur  menurut  ketentuan  pasal  11  huru f  (a)  
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dinas  kepol is ian  sebagaimana  yang  diatur  menurut  ketentuan  Pasal  

14 ayat  1 huruf  (b)  PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang  Pemberhen t i a n  

Anggo ta  Kepo l i s i a n  Negara  Repub l i k  Indones i a  :  

Menimbang,bahwa  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  

2003  Tentang  Pemberhent ian  Anggota  Kepol is ian  Negara  Republ ik  

Indonesia,  Bab  II I  P a s a l  1 1 

d i s e b u t k a n ;  

Anggota  kepol is ian  Negara  Republ ik  Indonesia  yang diberhent ikan  
t idak  dengan

hormat  apabi la ;

a. Melakukan  Tindak  Pidana;

b. Melakukan  Pelanggaran ;

c. Meninggalkan  Tugas atau  hal  la in  ;

Menimbang,bahwa  dengan  bert i t i k  tolak  dari  ketentuan  

Pasal  11 huru f  (a) , ( b )  dan (c )  jo  Pasal  14 ayat  (1)  huruf  (b)  

apakah  kwal i f i k as i  Pemberhent ian  Tidak  dengan  hormat  Penggugat  

sebagai  anggota  kepol is ian ; - - -

Menimbang,bahwa  dar i  lampiran  bukt i  T- 3=P- 4  pada  bagian  

diktum memutuskan,menetapkan  pemberhent ian  t idak  dengan hormat  dari  

dinas  Polr i  k e p a d a :  

28
Nama :  Akhyad i

Nrp :  84090260

Jabatan /kesa tuan  :  Ba Pol res  Sin tang
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idKarena  is  melanggar  Pasal  14 ayat  (1 )  huru f  (b)  PP nomor  

1 Tahun  2003,Pasa l  5 huruf  (a)  PP nomor  2 Tahun  2003  dan  

Pasal  23  huruf  (b)  dan  (c)  Skep  Kapol r i  N o m o r  P o l :  

S k e p / 1 6 6 9 / X I I / 2 0 0 0  T g l  2 6 - 1 2 - 2 0 0 0 ;  

Menimbang,bahwa  sedangkan  keten tuan  Pasal  14 

ayat  (1)  huru f  (b )  PP  Nomor  1  Tahun  2003  Tentang  

Pemberhen t i an  Anggota  Kepo l i s i a n  N e g a r a  

R e p u b l i k  I n d o n e s i a  m e n y e b u t k a n  ;  

Anggota  kepo l i s i an  Negara  Republ i k  Indones ia  

dibe rhen t i k an  t i dak  dengan  hormat  dar i  dinas  kepo l i s i an  

Negara  Republ i k  Indones ia  apabi l a  melakukan  pe rbua t a n  

dan  be rpe r i l a k u  yang  dapa t  merug i k a n  d inas  

kepo l i s i a n ;  

se lan ju tnya  dalam penje lasan  Pasal  14 ayat  (1 )  huru f  (b )  
pada angka

(2)  disebutkan  ;

berper i l aku  merugikan  antara  la in  ;

Perbuatan  yang berulang- ulang dan bertentangan dengan 
kesusi laan

yang di lakukan  didalam atau  di luar  dinas.  ;

Selan ju tnya  Pasal  14 Ayat  (2)  menyebutkan;

Pemberhent i an  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1 )  

di l akukan  sete lah  mela lu i  s idang komis i  kode et i k  profes i  

kepol i s i an  negara  r e p u b l i k  

I n d o n e s i a ;  

Menimbang  ,  bahwa  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan  

hukum  tersebu t  d i a t a s  o leh  ka rena  kwa l i f i k a s i  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idPemberhen t i a n  t i d a k  dengan  ho rma t  Penggugat  sebagai  

anggota  Pol r i  akiba t  melanggar  Pasal  14 ayat  (1)  huru f  (b)  

maka prosedura l  Pemberhent i annya  d i l akukan  hanya  sete lah  

mela lu i  s idang

29
komisi  kode  et ik  profes i  kepol is ian  negara  RI  

sebagaimana  ketentuan  Pasal  14 ayat  2 PP Nomor  1 Tahun 

2003  Tentang  Pemberhent ian  Anggota  Kepol is ian  Republ ik  

Indonesia; -

Menimbang,  bahwa Hakim ketua  maje l i s  t idak  sependapat  
dengan :us

Penggugat  apabi la  Pemberhent ian  Tidak  Dengan Hormat  Penggugat  
sebagai -na

i ra
Anggota  Pol is i  hanya dika i t kan  karena  melakukan  Perbuatan  
Pidananya  saja

dengan mengkesampingkan  perbuatan  dan berper i l aku  yang dapat  
merugikan

dinas  kepol i s i an  sebagaimana di rumuskan  pasal  14 ayat  1 huruf  
(b)  yai tu ; I r i ,

L3
Penggugat  t inggal  dalam satu  rumah kontrakan  dengan seorang  
wanita  dan 1g.

melakukan  hubungan layaknya  suami  is t r i  tanpa  ika tan  yang sah  
(  Nikah) iya

sebagaimana dapat  di l iha t  pada bukt i  T- 9 dan T- 10 serta  dikuatkan  
oleh  saksi iya

an
saks i  yang bernama Kompol  Deden Soemantr i ,S i k ,M .s i  (  WAKA 
POLRES da

SINTANG )  dan AKP Edy Omsyah Siregar ,  AKP Bagiya  yang  
menerangkan an
bahwa Penggugat  juga  melakukan  Perbuatan  t inggal  satu  rumah dengan  
Nina C

us

al ias  Oca tanpa ikatan  yang sah (Nikah)  ;  uk

Cr
Menimbang,  bahwa selama dalam Persidangan  Penggugat  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idt idak  dapat  menyanggah  perbuatannya  (  hidup  Kumpul  Kebo)  

yang  dapat  merugikan  dinas  Kepol is i an  tersebut  baik  

melalu i  bukt i - bukt i  surat  dengan menunjukan  surat

an
Nikah dengan Nina al ias  Oca maupun saksi- saksi  ;  sa

Menimbang,bahwa  dengan  menghubungkan  a lasan  

subs tans ia l  Pemberhent ian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH)  Anggota  

Kepol is ian  sebagaimana diatur  dalam Pasal  11 huruf  (c)  jo  Pasal  

14 ayat  1 huruf  (b)  dan Ayat  2 dengan kons ide rans  fak tua l  yang  

memuat  alasan  per t imbangan/mot i yas i  Menuru t  Pendapat  Hakim 

Ketua  Maje l i s  di te rb i t kannya  objek  sengketa  bukt i  P-4  = T- 3  

o leh  Terguga t  te l ah  sesua i  menuru t  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  yang  a,

ig

30
1

ber l a k u  dan  Azas - asas  Umum Pemer i n t a h an  yang  ba l k  
(AAUPB)  dengan

Arsmi l . e 1 - .Arn  maka Dnr- tr in i  inn+.  h=r1  ic Inh  ed l i t e m l f •
ucl mama Gugatan  r  i yyuy t . . , n , . .  iu t  4 . 7 1 4 1 1  1 4  I I  %AO • n

Demik ian  Pendapat  Hakim ketua  Maje l i s  da lam sengketa ;

Hakim Ketua  Maje l i s ,

MURSALIN NADJIB,SH
)utus

:ama

.kara
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